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AKSI BURUH TOLAK PENUNDAAN PEMILU 2024
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua 
kanan atas) menyampaikan orasinya saat 
unjuk rasa bersama buruh di depan Gedung 
DPR, Jakarta, Jumat (11/3). Dalam aksinya 
mereka menolak penundaan Pemilu 2024, 
menuntut pencabutan Permenaker Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua 
(JHT), menolak omnibus law UU Cipta Kerja 
serta meminta pemerintah menurunkan 
harga bahan pokok.

Mendisplinkan Warga Binaan Lapas 
Tak Jadi Pembenaran Mereka Boleh Disiksa
Jika ditemukan praktik-praktik terla-
rang di dalam lapas, harusnya dilakukan 
tindakan hukum. Hal ini penting untuk 
mencegah penyelundupan narkotika di 
dalam lapas terulang dan terulang lagi.

JAKARTA(IM) - Kom-
nas HAM mengkritik model 
“pendisiplinan” warga binaan 
di lembaga pemasyarakatan 
(lapas) yang selama ini diang-
gap identik dengan tindakan 
kekerasan terhadap para nara-
pidana. 

Seperti yang terjadi baru-
baru ini, Komnas HAM men-
gungkap kejadian di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Nar-
kotika Kelas IIA Yogyakarta, 
di mana banyak warga binaan 
menjadi korban penyiksaan 
dan perendahan martabat 
akibat “pembersihan lapas dari 
peredaran narkotika”. 

“Jangan dalam rangka 
mendisiplinkan narapidana, 
kemudian melakukan pemu-
kulan. Pendisiplinan itu ha-
rus didukung pemahaman dia 
tentang hak asasi manusia. 
Jangan merendahkan martabat 
orang,” ujar Ketua Komnas 
HAM Taufan Damanik, pada 
jumpa pers, Senin (7/3).

“Ada kan teknik lain. Mer-
eka (petugas lapas) kan ada 
kurikulum, ada sekolahnya. 
Mereka ada pendidikan khu-
sus, training-training tambah-
an, gunakan dong keahlian itu, 
sehingga tidak terjadi pelang-
garan hak asasi manusia,” 
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air seni, hingga telanjang dan 
dicambuki ketika mencabut 
rumput. 

Sementara itu, penyik-
saan terhadap warga binaan 
meliputi pencambukan meng-
gunakan selang, pemukulan, 
penamparan, penendangan, 
dan penginjakan. Akibat dari 
kekerasan-kekerasan ini, ban-
yak warga binaan mengalami 
rasa tertekan secara mental, 
selain juga mengidap luka-
luka. Sebagian warga binaan 
bahkan disebut masih men-
galami bekas luka atau luka 
bernanah hingga kunjungan 
terakhir Komnas HAM ke 
lapas tersebut pada November 
2021 silam.  mei

sebagai bagian dari pengedar 
bukan pemakai. Itu lebih pent-
ing daripada melakukan tinda-
kan-tindakan tidak manusiawi. 
Orientasi untuk membersih-
kan (lapas) tidak memberikan 
legitimasi untuk melakukan 
kekerasan,” jelas Anam. 

Hasil penyelidikan Kom-
nas HAM, penyiksaan di Lapas 
Narkotika Kelas IIA Yog-
yakarta disertai pula dengan 
sejumlah tindakan “merendah-
kan martabat manusia” dengan 
sedikitnya 13 alat bukti

Tindakan perendahan 
martabat warga binaan itu 
meliputi perintah untuk me-
makan muntahan, meminum 
dan mencuci muka dengan 

ujarnya. 
Komis ioner  Komnas 

HAM Bidang Pemantauan dan 
Penyelidikan Choirul Anam 
mengatakan, penyiksaan ini 
bukan saja karena pengawasan 
yang lemah sehingga terjadi 
peredaran narkotika di dalam 
lapas, tetapi juga soal pola 
pikir. 

“Ada yang lebih subtil dari 
pengawasan. Jangan karena 
orientasinya membersihkan 
karena ini lapas narkoba, 
semua pihak tutup mata,” 
kata Anam. 

Ia melanjutkan, jika ada 
praktik-praktik terlarang di 
dalam lapas, maka tindakan 
yang harus diambil adalah 
tindakan hukum. Tindakan 
hukum ini dianggap penting 
untuk mencegah penyelundu-
pan narkotika di dalam lapas 
terulang oleh siapa pun yang 
“bermain”, baik warga binaan 
atau petugas lapas itu sendiri. 

“Harus dihukum pidana 

MENSOS MENYERAHKAN
BANTUAN SOSIAL DI DEPOK

Menteri Sosial Tri Rismaharini 
(kiri) bersama CEO Kitabisa Alfatih 
Timur (tengah) menyerahkan ban-
tuan sosial kepada Herry Gunawan 
(kanan), seorang penyandang 
disabilitas di Kalimulya, Depok, 
Jawa Barat, Jumat (11/3). Kemen-
terian Sosial bersama Kitabisa.
com memberikan bantuan sosial 
berupa peralatan usaha kue, sem-
bako, kaki palsu dan pelayanan 
kesehatan kepada keluarga den-
gan bapak penyandang disabilitas, 
seorang anak penderita kelenjar 
getah bening dan seorang anak 
penderita leukimia di Kota Depok.

JAKARTA (IM) - Anak 
Presiden RI ke-2 Soeharto, 
Siti Hediati Hariyadi (Titiek 
Soeharto), menganggap 
pemerintah bunuh diri karena 
tidak menyebut nama ayahn-
ya dalam Keppres Nomor 2 
Tahun 2022 terkait Serangan 
Umum (SU) 1 Maret 1949. 

Menurut Titiek, pemer-
intah seharusnya memasuk-
kan nama Soeharto, yang 
berperan dalam peristiwa itu.

“Lucu aja gitu ya. Orang 
jelas-jelas ada di situ, orang 
yang ada di situ diilangin per-
annya, tapi orang yang tidak 
ada di situ dimasuk-masukin. 
Kan sebenarnya aneh saja, 
pemerintah bunuh diri saja 
gitu. Orang yang berperan 
ditipeks, yang tidak berperan 
dimasukin. Emang orang 
tidak punya catatan sejarah?” 
kata Titiek Soeharto di sek-
retariat YSRI, Jalan Salak, 
Guntur, Jakarta Selatan, Ju-
mat (11/3).

Titiek mengatakan peris-
tiwa Serangan Umum 1 Ma-
ret 1949 bisa dilihat publik 
di arsip nasional, baik yang 
ada di Indonesia maupun di 
Belanda.

Dia menganggap tak 
disebutnya nama Soeharto 
dalam Keppres Nomor 2 
Tahun 2022 itu merupakan 
hal yang lucu.

“Saya rasa bisa dilihat 
di arsip nasional, mau di 
Belanda kek, di Indonesia, 
di mana ada, tuh catatan 
semuanya, lucu aja aku sih. 
Kita, sudahlah... biar rakyat 
yang menilai,” ujar Titiek.

Menurut Titiek, nama 
Soeharto telah tertulis dalam 
catatan sejarah Serangan 
Umum 1 Maret 1949. Titiek 
menyebut rakyat Indonesia 
bisa memberikan penilaian 

terkait polemik ini.
“Buat saya sih, kan sudah 

kasatmata, sudah tertulis 
dalam sejarah peran Pak 
Harto di situ. Kalau mau 
diilang-ilangin, biar rakyat 
saja yang menilai,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden 
Jokowi meneken Keppres 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Hari Penegakan Kedaulatan 
Negara pada 24 Februari 
2022. Keppres tersebut men-
gatur terkait Hari Penegakan 
Kedaulatan Negara yang 
jatuh pada 1 Maret.

Pada poin c pertimban-
gan Keppres, terdapat pem-
bahasan berkaitan dengan 
sejarah Serangan Umum 1 
Maret 1949. Pada poin itu 
memang tidak tercantum 
nama Soeharto.

“Bahwa peristiwa Seran-
gan Umum I Maret 1949 
yang digagas oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX dan 
diperintahkan oleh Pan-
glima Besar Jenderal Soed-
irman serta disetujui dan 
digerakkan oleh Presiden 
Sukarno dan Wakil Pres-
iden Mohammad Hatta dan 
didukung oleh Tentara Na-
sional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
laskar-laskar per juangan 
rakyat, dan segenap kom-
ponen bangsa Indonesia 
lainnya, merupakan bagian 
penting dalam sejarah per-
juangan bangsa Indonesia 
yang mampu menegakkan 
kembali eksistensi dan ke-
daulatan Negara Indonesia 
di dunia internasional serta 
telah berhasi l  menyatu-
kan kembali kesadaran dan 
semangat persatuan dan 
kesatuan bangsa Indone-
sia,” demikian bunyi poin 
c.  han

Titiek Heran Nama Soeharto 
Tak Ada di Keppres 1 Maret

Anggota DPR Anggap Aneh Alasan MA 
soal Potongan Hukuman Edhy Prabowo

tapi sesuai kewenangan kelem-
bagaan kami di DPR RI,” 
ujarnya. 

Selain itu, rakyat pun dini-
lai berhak mengevaluasi kin-
erja MA. Sehingga, dirinya 
mengeklaim sebagai wakil 
rakyat tentu perlu menyam-
paikan aspirasi masyarakat 
terkait pengurangan vonis 
Edhy Prabowo.

Diberitakan, MA memang-
kas hukuman Edhy menjadi 
5 tahun penjara. Sebelumnya 
di tingkat banding, hukuman 
Edhy diperberat oleh majelis 
hakim Pengadilan Tinggi (PT) 
Jakarta menjadi 9 tahun pen-
jara. Putusan MA itu diambil 
pada Senin (7/3) oleh tiga 
majelis kasasi, yaitu Sofyan 
Sitompul, Gazalba Saleh, dan 
Sinintha Yuliansih. 

“Menjatuhkan pidana ke-
pada terdakwa Edhy Prabowo 
dengan penjara selama 5 tahun 
dan pidana denda sebesar Rp 
400 juta dengan ketentuan 
apabila tidak dibayar maka di-
ganti dengan pidana kurungan 
selama 6 bulan,” tulis amar 
putusan MA yang dikutup, 
Rabu (9/3).  han

pertama untuk dapat men-
jawab apakah putusan MA 
menjadi preseden buruk pem-
berantasan korupsi. 

Ia melanjutkan, pendeka-
tan kedua yaitu tindak pidana 
yang dilakukan dalam kondisi 
pandemi. Menurutnya, sudah 
barang pasti bahwa korupsi 
yang dilakukan pada masa 
bencana atau keadaan darurat 
semestinya membuat huku-
man pada terdakwa menjadi 
lebih berat. 

“Apakah ini menjadi per-
timbangan? Tentu sekali lagi 
ini tidak logis dengan hasil 
di MA. Akhirnya kita ambil 
konklusi ini menjadi preseden 
yang buruk. Apalagi ini di level 
MA yang produknya dianggap 
sebagai yurisprudensi,” jelas 
Pangeran. 

Berkaca dari hal tersebut, 
Pangeran menegaskan bahwa 
perlu ada evaluasi kinerja dari 
MA. Dirinya mengaku sebagai 
pimpinan Komisi III memiliki 
kewenangan untuk mengawasi 
kerja-kerja MA. 

“Tapi tidak menyentuh ke 
dalam kekuasaan kehakiman 
yang independen dan merdeka, 

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua Komisi III Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) Pan-
geran Khairul Saleh mengang-
gap aneh putusan Mahkamah 
Agung (MA) yang memangkas 
hukuman mantan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Edhy 
Prabowo.   

Seperti Diberitakan se-
belumnya, MA mengurangi 
masa hukuman Edhy atas 
dasar pertimbangan kinerja 
politikus Gerindra yang diang-
gap berkelakuan baik selama 
menjabat Menteri Kelautan 
dan Perikanan. 

“Jadi, pertanyaan saya 
apakah di level MA masih 
bisa menilai secara judex facti 
padahal selama ini level MA 
adalah menilai secara judex 
juris. Artinya menjadi aneh 
secara hukum hal ini menjadi 
pertimbangan. Padahal, secara 
tugas dan fungsi siapa pun jadi 
pejabat tentu amanah yang di-
emban harus menyejahterakan 
rakyat,” kata Pangeran kepada 
wartawan, Kamis (10/3).

Politisi Partai Amanat Na-
sional (PAN) itu menilai, hal 
tersebut menjadi pendekatan 

FOTO : ANT

PEMERIKSAAN LANJUTAN RAHMAT EFFENDI
Tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Eff endi (tengah) berjalan 
menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah 
Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/3). Rahmat Eff endi menjalani pemeriksaan 
lanjutan atas kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta 
lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta kasus suap 
proyek pengadaan lahan di Kota Bekasi.

JAKARTA (IM) - Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Bima Arya Sugiarto mengaku 
mendapatkan informasi bahwa 
partainya akan memperoleh 
kursi menteri dan wakil men-
teri, apabila benar ter jadi 
reshuffle atau perombakan 
kabinet Joko Widodo-Ma’ruf  
Amin pada akhir Maret 2022. 

Bima menegaskan, par-
tainya telah siap jika Presiden 
Jokowi memberikan kepercay-
aan kepada PAN untuk masuk 
kabinet. 

“Iya, sangat siap. Tapi in-
ternal PAN sepakat menyerah-
kan itu kepada (ketua umum) 
ketum (Zulkifl i Hasan). Ketum 
yang akan mengusulkan ke 
presiden,” kata Bima me-
lalui pesan singkat kepada 
wartawan, Jumat (11/3).

Wali Kota Bogor itu kemu-
dian menilai kesiapan tersebut 

karena berkaca pada internal 
PAN sendiri. Menurut dia, 
banyak kader di PAN yang 
dinilai siap untuk mengisi kursi 
menteri atau pun wakil menteri 
dalam kabinet pemerintahan. 

“PAN banyak kader yang 
mumpuni,” ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, 
isu reshuffl e kembali menge-
muka usai kabar pertemuan 
Zulkifl i Hasan dengan Jokowi.  
Namun, Zulhas, sapaan akrab 
Zulkifli, membantah dirinya 
bertemu dengan Presiden 
Jokowi untuk membahas re-
shuffle. “Tidak betul,” ujar 
Zulhas, sapaan akrab Zulkifl i, 
Senin (7/3).

Wakil ketua MPR itu men-
egaskan, partainya tidak ikut 
campur dalam rencana re-
shuffl e kabinet. Ia mengatakan, 
reshuffl e kabinet merupakan 
hak prerogatif  presiden, bukan 
menjadi domain PAN.  han

PAN Siap Masuk Kabinet, Nama 
Calon Menteri Diserahkan ke Ketum

JAKARTA (IM) - Pen-
gamat militer Susaningtyas 
Kertopati mengapresiasi 
langkah Panglima TNI Jen-
deral Andika Perkasa yang 
akan memenjarakan prajurit 
pelanggar aturan disiplin di 
Polisi Militer (POM) TNI. 
Diharapkan, keputusan terse-
but bisa membuat prajurit 
yang melanggar aturan dis-
iplin jera. 

“Keputusan Panglima 
TNI Jenderal Andika Per-
kasa sangat tepat terhadap 
sejumlah pelanggaran hu-
kum yang melibatkan ang-
gota TNI. Panglima TNI 
kemudian membuat kebi-
jakan baru, yang diharapkan 
bisa menimbulkan efek jera 
pada para pelanggar hu-
kum tersebut,” kata Nuning 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima wartawan, 
Jumat (11/3).

Menurut Nuning, kepu-
tusan memenjarakan prajurit 
di POM TNI dapat meng-
hindari adanya subyektifi tas. 
Selain itu, penerapan ini juga 
dapat menghindarkan rasa 
‘ewuh pekewuh’ atas huku-
man tegas bagi rekan sesatu-
an sehingga penanganannya 
kurang serius. 

D i  s amping  i tu ,  i a 
menjelaskan bahwa sanksi 
untuk prajurit TNI di militer 
agak sedikit berbeda dengan 
penjara umum.

Dalam peradilan militer, 
tersangka yang sudah dijatuhi 
hukuman harus menjalankan 
hukuman di Lembaga Pema-
syarakatan Militer. Hal itu 
terjadi apabila tersangka tidak 
dipecat atau diberhentikan 
dari dinas militer. 

Sedangkan bi la  ter-

sangka dipecat, dia harus 
menjalankan hukuman di 
Lembaga Pemasyarakatan 
Umum. Menurutnya, tempat 
berjalannya hukuman antara 
terpidana militer dan juga ter-
pidana umum berbeda. Hal 
tersebut dilakukan karena 
adanya perbedaan sifat pelak-
sanaan.

“Tentu saja berbeda 
Lembaga Pemasyarakatan 
Umum dengan di Lembaga 
Pemasyarakatan Militer,” 
terang dia.

“Terkait hukuman ang-
gota militer ini menjadi po-
lemik termasuk di DPR RI, 
sehingga kita dapat berharap 
ketegasan Panglima TNI 
dapat mengakhiri polemik 
itu,”  katanya.

Jendersal Andika se-
belumnya memerintahkan 
jajaran kepolisian militer 
untuk memenjarakan prajurit 
yang terlibat pelanggaran 
aturan disiplin keprajuritan. 
Ia menegaskan, mereka yang 
melanggar aturan disiplin 
prajurit kini akan mendekam 
di penjara militer pusat yang 
berada di bawah Polisi Militer 
TNI. 

Penahanan terhadap mer-
eka yang melanggar aturan 
disiplin tak lagi ditahan di 
masing-masing matra. 

“Jadi,  asal diketahui 
semuanya, hukuman disiplin 
tidak lagi di satuan. Jadi, hu-
kuman disiplin mau 14 hari, 
mau 21 hari di Polisi Militer, 
ringan atau berat di Polisi 
Militer, tidak lagi di satuan,” 
tegas Andika ketika rapat 
bersama jajaran Polisi Militer, 
dikutip dari kanal Youtube 
Jenderal TNI Andika Per-
kasa, Jumat (11/3).  mei

Penerapan Penjara bagi Prajurit TNI yang
Langgar Disiplin Diharapkan Bikin Efek Jera

JAKARTA (IM) -  Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 
mampu menuntaskan 2 Rancan-
gan Undang-Undang (RUU) 
yang masuk dalam Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) 
Prioritas pada Masa Sidang III 
Tahun Sidang 2021-2022. Pa-
dahal ada tujuh RUU kumulatif  
terbuka yang disahkan menjadi 
undang-undang.

“Dengan catatan terkait 
tujuh RUU kumulatif  terbuka 
sebagai penopang hasil dua 
RUU Prioritas pada Masa Si-
dang III, maka bisa dikatakan 
kinerja DPR sesungguhnya tak 
terlalu mengesankan. Hasil dua 
RUU prioritas dalam satu masa 
sidang adalah kinerja standar,” 
kata peneliti Forum Masyara-
kat Peduli Parlemen Indonesia 
(Formappi), Yohanes Taryono, 
dalam konferensi pers, Jumat 
(11/3).

Taryono berpendapat, 
pembentukan tujuh RUU ku-
mulatif  terbuka yang semuanya 
terkait dengan pengaturan ter-
kait wilayah provinsi adalah hal 
yang mudah dijelaskan karena 
secara substansi banyak norma 
yang sama di dalam RUU-RUU 
tersebut. Walaupun demikian, 
Taryono mengakui ada sedikit 
kekaguman pada kinerja DPR 
dengan disahkannya dua RUU 
prioritas pada masa sidang 
pembuka tahun 2022.

 Sebab, menurut dia, hal itu 
mencerminkan semangat DPR 
di awal tahun dengan langsung 
menuntaskan dua RUU pri-
oritas. Taryono mengatakan, 
jika semangat ini terus ter-
jaga dengan baik, publik akan 

menunggu capaian DPR yang 
lebih baik lagi di masa sidang 
berikutnya dengan lebih ban-
yak RUU yang selesai dibahas. 

“Demikian halnya dari 
sisi kualitas, dengan semangat 
awal tahun 2022 ini diharapkan 
pada masa sidang selanjutnya 
peningkatan kualitas RUU 
juga akan menjadi catatan 
mengagumkan lain dari DPR,” 
ujar Taryono. 

Seperti diketahui, dua RUU 
prioritas yang dituntaskan 
DPR pada masa sidang lalu 
adalah RUU Ibu Kota Negara 
dan RUU Keolahragaan. Se-
mentara, RUU kumulatif  ter-
buka yang disahkan pada masa 
sidang lalu adalah RUU tentang 
Provinsi Sulawesi Selatan, 
RUU tentang Provinsi Sulawesi 
Utara, RUU tentang Provinsi 
Sulawesi Tengah, RUU tentang 
Provinsi Sulawesi Tenggara, 
RUU tentang Provinsi Kali-
mantan Selatan, RUU tentang 
Provinsi Kalimantan Barat, 
dan RUU tentang Provinsi 
Kalimantan Timur.  mei

DPR Hanya Mampu Tuntaskan 2 RUU
Prioritas dalam Satu Masa Sidang


